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Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang ditujukan untuk 

mengaburkan asal usul uang hasil kejahatan. Motivasi pencucian uang adalah 

untuk menghindari pajak, menutupi kegiatan illegal, menikmati hasil kejahatan 

dengan aman, atau menghindari penyitaan hasil kejahatan.  Tindak pidana  

pencucian uang diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 2010. Permasalahan 

1) bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang 

berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013? 

2)bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan tindak pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana 

korupsi dalam penelitian perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013? Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan adalah data 

sekunder berupa putusan pengadilan. Data dikumpulkan dengan studi dokumen 

dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : 1) Penerapan pidana 

oleh hakim dalam perkara Nomor: 1513 K/Pid.Sus/2013 putusan majelis hakim 

telah sesuai dengan Undang-undang pencucian uang Pasal 2 Ayat (1) dengan 

ancaman pidana selama 15 tahun dan Denda sebesar 5.000.000.000,00 apabila 

denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun. 2) 

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 1513 K/Pid.Sus./2013 dengan 

menggunakan pertimbangan yuridis yaitu hakim mempertimbangkan dakwaan, 

tuntutan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti 

serta keterkaitannya dengan Pasal yang didakwakan, pertimbangan non yuridis 

yaitu hal-hal yang memberatkan dan maupun yang meringankan terdakwa 

sesuai yang di dakwakan. 

Kata Kunci : Penerapan, Tindak Pidana, Pencucian Uang, Korupsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal money laundering 

merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media masa, oleh sebab 

itu banyak pengertian yang sehubungan dengan pencucian uang. Menurut 

Sutan Remi Sjahdeni mengaris bawahi, istilah money laudering sudah lazim 

digunakan untuk mengambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang 

atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” yang diperoleh dari hasil 

tindak pidana.
1
  

Istilah diatas menggambarkan bahwa pencucian uang (money 

laundering) adalah penyetoran atau penanaman uang bentuk lain dari 

pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan atau sumber 

lain yang illegal melaluil saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut 

tidak dapat diketahui. 

Istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak 1930 di 

Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan 

laundry. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut 

dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahan-

perusahaan pencuci pakaian atau laundry sebagai tempat untuk melakukan 

pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah money laundering. 

                                                           
1 Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 18. 
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Adapun pengertian dan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

berbunyi : 

“tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang 

dilakukan baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa keluar negri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 

surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana 

karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara palin singkat 

5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 

Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah )”. 

 

Pengertian tindak pidana pencucian uang tersebut maka setiap negara 

tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti pencucian 

uang saja, tetapi ketentuan-ketentuan dari undang-undang juga harus 

mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional. Pencengahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum 

yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penengakan hukum, 

serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencengahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pencucian uang ini sangat memengaruhi perkembangan berbagai 

kejahatan berat salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana 

korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-

hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat karena itu semua maka tindak 
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pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan 

telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). 

Pada saat ini pencucian uang dijadikan modus baru oleh para koruptor 

dengan tujuan agar sulit untuk dilacak dan tingkat pembuktiannya amat sulit. 

Para pelaku kejahatan biasanya mengupayakan agar harta kekayaan yang 

diperoleh dari korupsi tersebut masuk kedalam sistem keungan terutama 

kedalam sisitem perbankan. Adapun jenis tindak pidana perbankan seperti 

tindak pidana pemalsuan, peggelapan, dan pencucian uang.  

Kasus perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013 tentang kasus korupsi dan 

tindak pidana pencucian uang di Jakarta Pusat, yang mana terdakwa UZ selaku 

direktur utama PT Terang Kita, bahwa pada tahun 2002 terdakwa mendapatkan 

fasilitas letter of credit (LC) dari Bank Mandiri senilai Rp. 140.000.000.000 

(seratus empat puluh miliyar ) sebagai penjamin LC tersebut adalah PT 

Askrindo, selanjutnya pada saat LC tersebut jatuh tempo terdakwa tidak dapat 

menyelasaikan kewajibannya sehingga Bank Mandiri langsung mendebet atau 

mencairkan deposito PT Aksrindo yang ada di Bank Mandiri, kemudian 

terdakwa meminta talangan dana kepada direktur PT Askrindo, dan kemudian 

terdakwa memperoleh talangan dana tersebut yang akan dipergunakan untuk 

melunasi utang, ternyata terdakwa tidak membayarkan dana talangan tersebut 

tetapi terdakwa mempergunakan dana tersebut untuk membeli Promissory Note 

untuk PTnya sendiri. Dan kemudian terdakwa terus meminta talangan dana 

kepada PT Askrindo namun terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dan 

uang talangan dana yang didapat oleh terdakwa dipergunakan untuk modal 

kerja dan kepentingannya sendiri. 
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Dalam kasus diatas terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan 

tindak pidana pencucian uang yaitu suatu bentuk kejahatan yang dilakukan  

baik oleh seorang dan/atau koorporasi dengan sengaja menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang 

atau surat berharga atau perbutan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya 

dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal ususl harta kekayaan itu. Yang mana 

perbuatan terdakwa tersebut yang dengan sengaja mentransfer talangan dana 

yang didapat dari PT Askrindo yang sebenarnya akan digunakan untuk 

membayar pinjaman yang jatuh tempo dibank mandiri. Dan akibat perbuatan 

terdakwa tersebut yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana pencucian uang yang diancam pidana sesuai dengan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) 

KUHP. Terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun 

dan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana 

kurungan selama 2 (dua) tahun. 

Dan Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti Skripsi dengan 

judul “Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

Berasal dari Tindak Pidana Korupsi Studi Perkara Nomor 1513 

K/Pid.Sus/2013”. 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas ,dapat diuraikan beberapa rumusan 

masalah yang akan dibahas :  

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang 

berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 1513 

K/Pid.Sus/2013? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap 

pelaku tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi  

dalam perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013? 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan pidana dalam tindak pidana pencucian uang 

yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 1513 

K/Pid.Sus/2013. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana 

korupsi dalam perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013. 

 

D. Metode penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis 

metodeologi dan konsisten
2
. Dengan demikian metode penelitian adalah untuk 

memecahkan suatu masalah yang telah ditetapkan sebelumnya,dalam hal ini 

                                                           
 2 Soerjono Soekanto dan SriMamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1. 
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penulis menggunakan metode tertentu. Untuk melakukan penelitian karya 

ilmiah metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menerangkan pada aspek 

hukum (perundang-undangan) yang berkenaan dengan pokok 

permasalahan
3
. 

b. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam proposal ini adalah data 

sekunder berupa: 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Seperti 

peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan rumusan 

masalah, dalam hal ini yang digunakan sebagai bahan hukum yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana dan Putusan Perkara Nomor : 1513 K/Pid.Sus/2013. 

 

 

                                                           
3
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hlm 11. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan hukum seterusnya
4
. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (hukum), indek 

kumulatif, dan seterusnya
5
. 

c. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan 

mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahannya 

yang akan dibahas dalam proposal ini. 

d. Analisis data 

Dari pengumpulan data harus menganalisis apa yang sekiranya tepat 

dilakukan seluruh bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui 

pengolahan bahan hukum yang bersifat kualitatif, yaitu dengan 

mengelompokkan bahan hukum menurut aspek aspek yang diteliti atau 

tanpa menggunakan angka-angka. Analisis ini dilakukan dengan 

memaparkan bahan hukum dalam bentuk kalimat untuk menjawab rumusan 

masalah.
6
 

                                                           
4Ibid 
5
Ibid 

6Ibid 


